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ABSTRAKSI

Pelaksanaan Kerjasama Penanaman Modal Pada Pusat Perbelanjaan Eks
Terminal Lintas Andalas

{(Surya Oktaviandra, 03 140 269, Fakultas Hakum Universitas Andalas,
§2 Halarman, 2009

Kotz Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat merupakan kota yang
sedang berupays menjadi kota modern yang madani, berdaya saing tinggi dengan
kehidupan perkotasn vang tertib dan terotur sesuai dengan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) 2004 — 2020, Untuk mewujudkan itu semuanya diperlukan
adanya percepatan  pembangunan, khususnya pembangunan  fasilitas  publik
Mengingat keterbatasan dalam APBD Kota Padang, maka dalam melaksanakan
pernbangunan fasilitas publik itu diadakan kerjasama antara Pemerintah Kota Padang
dengan pihak investor. Salah satu (asilitas publik vang dibangun adalah pusat
perbelanjaan, vaitu Plaza Andalas vang berada pads lokasi eks Terminal Lintas
Andalas, Permasalahan yang menjadi bahan penelitian adalah, bagaimanakah proses
pengurusan kerjasama penanaman modal pada kantor Bagian Penanaman Mods] Dan
Kerjasama Kota Padang, bagaimanakah pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan
pusat perbelanjasn eks Terminal Lintas Andalas, serta bagaimanakah dampak
pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat perbelanjaan eks Terminal Lintas
Andalas di Kota Padang. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan masalah yuridis
sosiologis. Dalam  artian  penelitian ini  lebih  difokusksn  melihat bagaimana
pelaksanaan penznaman modal dalam pembangunan fasilitas publik di Kota Padang,
Dari hasil penelitian dapat diketshui bahwa terdapat sustu mekanisme dalam
pengurisan penanaman modal kerjasama pada kantor Bagian Penanaman Modal Dan
kerjasama Kota Padang. Pelaksanaan penanamaan modal dengan sistim BOT (Build,
Operation and Tarasfer) ini dilakukan terlebibh dahulu dengan menpgadakan suatu
perancanian perjanjian yang untuk selanjutnva discpakati dan dilaksanakan oleh
kedua belah pihak. Dalam pelaksanasnnva, kedus pihak. baik itu Pemerintah Kota
Padang maupun investor tetap bechubungan sesuai dengan hak dan kewajiban vang
lertuang & dalam perjajian, Pembangunan dan penpelolaan pusat perbelanjaan eks
Terminal Lintas Andalas ini kemudian memberikan pengaruh dan dampak tersendiri
bagi pemerintah Kotn Padang, vang ditinjaw dari sepi perekonomian  dan
pembangunan, sosial budava, serta lingkungan hidu .



BAB 1

PENDAHULTUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah uneuk
meningkatkan kesejahtersan umum, sebagaimana yang tercantum dalam
pembukaan UTUD 1945, Namun, kenvataan bahwa Negara Indonesia masih di
kalegorikan sebagai negara berkembang sejak zaman sesudah kemerdekaan
tahun 1945 hingga sekarang pada tahun 2008 ini masih belum bisa terbantah,

Meskipun pada era tahun 70-an dan 80-an ckonomi Indonesia dischut-
sebut sudah menuju lepas landas menuju negara maju. namun perekonomian
kembali terpuruk yang diawali oleh krisis moneter tahun 1997 hingga pada
tahen 2008 ini. Indikasinva amtara lain pada pertengahan tahun  1980-an
Indonesia mampu swasembada beras, bahkan surplus beras dan mmenjadi
pengekspor beras", Tapi kenyataannyva sekarang Indonesia hingpa pada tahun
2008 ini termasuk ke dalam negara yang tengah terancam olch keisis pangan
dunia dan bakan sekarang mengekspor beras dari negara lain.

Indikasi lainnva adalah pada tahun-tghun setelah 1974 ketika harga
minyak dunia melonjak naik. Indoncsia sehagai salah sary negara pengekspaor
minyak spat ity menikmati hasil perckonomian vang sangat signifikan.

[ndonesia menikmati keadaan perdaganpan komoditi vang membaik secara

Il"Eh::unul.ld K. Emmerson, Indonesia Bevond Soeharo, Jakarta, PT Grumedia Pustaka
Ltama, 2001, hal. 190,



berarti, yaitu harga ckspor naik lebih cepat dari pada harga impor. Akibatnya,
diantara tahun 1968 dan 1981, perekonomian indonesia tumbuh lebih dari 7
persen per tahun, Tapi kenyataannya sekarang Indonesia bukan lagi sebagni
negara pengekspor minyak, ditandai dengan keluamys Indonesia  dari
keanggotaan OPEC (organisasi negara-negara pengekspor minyak) pada lahun
200 i, Kenaikan harga minyak dunia vang melejit mencapai USD 132 per
barel (Padang Ekspres, 24 Mei 2008, hal,1) justru membuat ekonomi MEgan
terpukul.

Pada indikasi lain, data yang dikemukakan olch KH Siddik Al Jawi,
Dewan Pimpinan Puosat Hizbut Tahric Indonesia dalam “Diskusi Panel
Indonesia Menuju Kebangkitan Yang Hakiki® (Padang Ekspres 19 Mei 2008,
hal.20) menyebutkan babwa pada tashun 1960-an GNP {Gross  Mational
Product) per kapita Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Taiwan dan
Cina nyaris sama, yaitu kurang dari 100 dolar per kapila, Mepara-negara
tersebut memulai industrialisasi pada waktu yang hampir bersamaan. Tapi
pada tahun 2004, GNP per kapila negara-negara tersebut sudah berbeda -
Indonesia sekitar 1.000 dolar, Thailand 2.940 dolar. Malayvsia 4.520 dolar.
roorea Selatan 14,000 dolar, Taiwan 14.590 dalar dan Cina 15.000 dolar. Das
mt menunjukkan betapa Indonesia sudah jauh ketinpgalan dari MEEAra-negars
ain di Asia,

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahterasn umum ini adalah

Zengan meningkatkan laju pertumbuhan ckonomi, sehingga di sisi lain juga
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meningkatkan daya beli masvarakat, Akan tetapi unluk melakukan pembangu
nan tersebut dijumpai adanya berbagai macam kendala, salah saty nya adalab
masalah modal. Permasalahan ini sudah merupakan musalah lama yang
dihadapi Negara Indonesia di dalam membangun nusantara ini sejak awal
negara ini didinikan.

Begitu pula halnya dengan Kota Padang yang merupakan lby Kota dari
Provinsi Sumatera Barat, kebutuhan meningkatkan dan mempercepal laju
pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu dirasa semakin mendesak. Namun
Pemerintah Kota Padang di satu sisi masih belum mampu melakukannya
sccara mandin terkait dengan minimnya pendapatan daerah, schingga dalam
pembangunan Kota Padang sampai saat ini masih dibutahkan bentuan modal,
baik vang merupakan PMIDN mauspun PMA,

setidaknya ada beberapa alasan yang mendorong Pemerintah Kota
(Pemko) Padang membutuhkan bantuan modal sehingea dapal melakukan
pembangunan ;

Pertumbuban yang kurang merata dalam pembangunan.

Pertumbuhan Kota Padang masih berpusat di lingkungan pusal
kota, sementara daerah i bapian pinggitan  kota, masibh belum dapat
menikmati pembangunan sebagai mana hal nya penduduk di pusal kota.

— Tingkat kebutuhan hidup vang semakin meningkat
Dar waktu ke waktu, seiring denpan makin majunya peradaban

manusia, maka untuk  menunjang  kebutuhan hidupnya, manusia



membutuhkan berbagai macam sarana dan prasarana, sehagai salah satu
syarat pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketiadaan sumber dana dalam mengelola potensi yang ada.

Kota Padang berada padn jalur lalu lintas perdagangan dan
pelayaran yang strategis, lautnya pada sisi timur berdekaran dengan selat
malaka vang merupakan jalur lalu lintas perdagangan dan pelayaran vang
ramai, sedangkan laut pada sisi barat terdapatnva Kepulavan Mentawai.
Belum lagi, objek wisata yang banyak berada pada daerah daratan Kots
Padang,  Artinya, meskipun  kekayaan alam  Sumatera  Barar pada
umuwmeoya, dan Kota Padang khususnya tidak sebanyvak dan sckaya
provins lain, seperti Aceh, Riaw dll, tetapi potensi pariwisata Sumalera
Barat pada umumnya dan Kota Padang khsusnya adalah besar. Hanva saji,
potensi it tidak dapat digali. karena kurangnya sarana dan prasarang kota.
Meningkatkan kesejahterasn masyarakal

Dengan pesatnys  pembangunan, scecara tidak langsung  akan
memberikan imbas positif terhadap taraf kesejahteraan masyarakat, karena
akan mampu memperkuat denyut perekonomian masvarakat.

Rota Padang sebagai Thu Kota Provinsi Sumatera Barat yang merupakan
barometer pembangunan di Sumatera Barat,

Tingkat kemajuan provinsi dilihat dari ibu kota provinsinya. Begitu
pula halnya dengan Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat, di samping
farus mampu menjadi pusat pemerintahan tapi harus mAampU jugs menjadi

pusal perdagangan dan pembangunan dari Provinsi Sumatera Baral,



BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan

1. Proses Pengurusan Kerjasama Penanaman Modal Pada IPME Padang
Setiap penpgurusan penanaman modal di lingkungan pemerintahan
Kota Padang dilaksanakan oleh kantor BPME yang memiliki mekanisme
tersendiri dalam pelaksanzannya. Dimulal dengan pengajuan proposal olch
calon investor. Proposal kemudian dibahas oleh tim pembahas di kantor
BPME. Setelah itu dimintakan persetujuan walikota dan DPRD. Barulah
sesudahnya dapat dibuatkan persetuan prinsip, perancangan, pembuatan dan
penanada tanganan perjanjian kefjasama.
2. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat perhelanjaan eks TLA
Peluksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat perbelanjaan cks
Terminal Lintas Andalas tentunya tidak dapat telepas dari isi perjanjian
kerjusama yang telah discpakati para pihak. Pembangunan dipercayakan
sepenthnya kepada pihak investor, Pemko Padang hanva memonitor saja.
Pada tahap penpelolaan dilakukan oleh investor melalui perwakilan dan
mangjemen nya, dalam hal ini Pemko scbagal pariner yang menjapga
kelancaran dan menpawasi jalannya pengelolaan oleh pihak investor, Bila
dibutuhkan kedua pihak akan mengadakan addendum dalam perjanjian untuk
melengkapi  ataupun mengakomaodir  kepentingan-kepentingan yang

dibutuhkan sehubungan dengan jalannya pengelolaan.



i, Dampak pelaksanoan pembangunan dan pengelolaan pusat perbelanjaan
eks Terminal Linlas Andalas di Kota Padang

Dampak adanya pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat
perbelanjaan cks Terminal Lintas Andalas di bidang ekonomi ditandai denpan
meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dan terserapnya tenaga kera, Akibat
negatifnya adalah tumbuhnys ckonomi daerah vang kurang mandid, Dalam
bidang pembangunan telah meningkatkan pembangunan Fasilitas publik di
Kota Padang, Pada bidang sosial budaya akan memberikan pelayanan vang
baik dengan makin beragamnya fasilitas publik vnluk pelayanan publik, di
samping ity juga menumbubkan rasa cinta dan bangga terhadap Kota Padang
schagai kota wang maju. Akibal negatifnya ada pula vaitu menumbuhkan
budaya bergantung pada pihak lain, menimbulkan masalah -~ masalah sosial
baru seperti sengketa tanah hak ulayat, serta adanya beberapa relasi dan
mieraksi sosial yang  hersifa tradisional vang terdesak  didorong  oleh
kehidupan  modemn  yang semakin  berkembang di dalam  kehidupan
bermasyarakat. Pada bidang lingkungan, pembangunan fasilitas publik dapai
memberikan beberapa dampak negatif di antaranya kerusakan ekosistem,
terjadinya polusi (udara. air, woah dan suara) dan meningkamyva potensi

bencana alam.
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